
SUDUT PANDANG JANUARI 2026 1

M A J A L A H

MENYAJIKAN BERITA DENGAN SANTUN

Edisi 
DESEMBER 2025

Majalah Bulanan
www.majalah-sudutpandang.com

www.sudutpandang.id

Prof. O.C Kaligis

M. YUNTRI 
TAGIH KOMITMEN 
JAKSA AGUNG

Tindak Oknum Jaksa 
Terkait Dugaan 
Aset Fiktif Pemkab 
Belitung

KUHP DAN KUHAP BARU 
RESMI BERLAKU: 
TRANSFORMASI 
KEADILAN ATAU 
SEKADAR GANTI 
BAJU?
Oleh: Prof. Dr. Suhandi 
Cahaya, SH, MH, MBA. 
(Bagian I)

Kebijakan KPK 
Tak Menampilkan 
Tersangka Perlu 
Diuji di MK

Alexius Tantrajaya, 
S.H., M.Hum.

Kasus Roy Suryo: 
Antara Proses 
Hukum dan 
Opini Publik

Edisi
JANUARI 2026

Majalah Bulanan
www.majalah-sudutpandang.com

www.sudutpandang.id

Kuasa Hukum 
Nadiem Makarim
Minta Hakim 
Hentikan Perkara 
Chromebook
Ari Yusuf Amir
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SUDUT PANDANG - NOVEMBER 2017 1

Rp. 42.500,-*(Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus)

Edisi November 2017
Majalah Bulananwww.majalah-sudutpandang.com

MENYAJIKAN BERITA DENGAN SANTUN

M A J A L A H

YVONNE M. NURIMA, SH :MAJU TERUS KPK...!!!HUKUM ADALAHPANGLIMA

Alexis Tak Lagi Eksis 
Di Tangan Gubernur 

Anies

Kembali Jadi Tersangka
Kuasa Hukum Setnov 

Laporkan Pimpinan KPK

“Cicak vsBuaya”Jangan Kembali Terulang

AKSI PEDULI NYATA 
BIDADARI  INDONESIA

SUDUT PANDANG - AGUSTUS 2018 1

M A J A L A H

Rp. 42.500,-(Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus)

Edisi Agustus 2018
Majalah Bulananwww.majalah-sudutpandang.com

MENYAJIKAN BERITA DENGAN SANTUN

Sabar Ompu Sunggu, SH, MH:

“Jangan Pernah Berhenti Belajar”

MengalahMenang
Untuk

Kupas Tuntas LapasAlexius Tantrajaya, SH, MH:

“Kembalikan Fungsi Lapas 
  Sebagai Penjara”

Riri Purbasari Dewi, SH, MBA, LLM:

“Harus Ada Revolusi 
  Pengelolaan Lapas”Stefanus Gunawan, SH, M.Hum

“Rapuhnya Kinerja   Kemenkumham”

Pilpres2019
JOKOWI

PRABOWO
MA’RUF AMIN

SANDIAGA UNO

Jadi Saksi Gugatan PERADI

Otto Hasibuan: “Munas Pekanbaru Sah”

SUDUT PANDANG - FEBRUARI  2018 1

MENYAJIKAN BERITA DENGAN SANTUN

M A J A L A H

Rp. 42.500,-

(Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus)

Edisi Februari 2018

Majalah Bulanan

www.majalah-sudutpandang.com

Digugat WNA DPO Imigrasi
Haryo Budi Wibowo, SH, MH:

“Negara Tidak Tepat 

Mengurusi Zakat”

Syamsudin H. Abas, SH

MELURUSKAN

NIATMENJADI

ADVOKAT
Ketika 
Presiden Dihina

Program JHS Gratis

Realisasi Janji Anies-Sandi Buka Lapangan Kerja Baru

Pentingnya

“Customer Intimacy”

Presiden Jokowi 

Dapat Kartu Kuning

Tiga Pilar Jakarta Barat

Bersinergi Peduli 
Kebakaran Krukut

SU
DU

T PAN
DAN

G APRIL  2020

1

Bagian II
Oleh: 
Prof. Dr. Suhandi Cahaya, 
SH, MH, MBA

M A J A L A H

MENYAJIKAN BERITA DENGAN SANTUN

Rp. 42.500,-
(Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus)

Edisi April 2020
Majalah Bulanan

www.majalah-sudutpandang.com
www.sudutpandang.id

PETER WONGSOWIDJOJO
PENGALAMAN DUNIA REAL ESTATE
HANTARKAN JADI 

ADVOKAT

Muara Karta
Pandemi 
Covid-19
Menyadarkan 
Manusia 
di Hadapan-
Nya

Muhammad 
Syarifuddin

Terpilih Jadi 
Ketua MA

MENYOAL 
“PERIKEMAYITAN” 
FATWA MUI
Oleh : 
Muhammad Yuntri
Pengamat Kebijkan

Jam
Kehidupan
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M A J A L A H

MENYAJIKAN BERITA DENGAN SANTUN

Oleh : 

Muhammad Yuntri

Pengamat Kebijakan

Prof. Dr. Suhandi Cahaya, SH, MH, MBA

POLDA METRO JAYA MUST STOP THE CASENO LEGAL BASIS

Rp. 50.000,-

(Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus)

Edisi Juli 2020
Majalah Bulanan

www.majalah-sudutpandang.com

www.sudutpandang.id

Tolak 
RUU HIP
Advokat Senior 

Gugat DPR 
dan 
Presiden

Alexius 
Tantrajaya, SH, M.Hum:

Harus 
Didukung..

Soal 500 
TKA China
Muara Karta:

Dimana Rasa 

Nasionalisme 

Pemimpin 
Kita?

CORONA, 
COROTIK, 
CORONIS
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M A J A L A H

MENYAJIKAN BERITA DENGAN SANTUN
Rp. 50.000,-

(Lima puluh ribu rupiah)

Edisi Agustus 2020
Majalah Bulananwww.majalah-sudutpandang.com

www.sudutpandang.id

SINERGI 
MEDIA MASSADENGAN LEMBAGA PENGADILAN

DJUYAMTO, SH, MH

Jaksa Pinangki 
dalam Perkara Djoko Tjandra
Muara Karta:
Jadi Pelajaran Korps Adhyaksa

Surat Keputusan Soal Remisi Dinilai Salahi Aturan Hukum
OC Kaligis 
Gugat KPK 
di PTUN

Buka 
Bimbingan Teknis
Inilah Pesan 
Penting Wakil 
Jaksa Agung

Oleh: 
Prof. Dr. Suhandi Cahaya, SH, MH, MBA

(Bagian I)

Tindakan 
Makar (Aanslag) 
Terhadap NKRI
Dalam Perspektif 
Hukum

HUMAS PN JAKARTA UTARA

SU
DU

T PAN
DAN

G D
ESEM

BER 2019

1

M A J A L A H

MENYAJIKAN BERITA DENGAN SANTUN

Rp. 42.500,-
(Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus)
Edisi Desember 2019Majalah Bulanan
www.majalah-sudutpandang.comwww.sudutpandang.id

J.S. TAMBUNAN, SH, MH

ADVOKATPEJUANG

BALADA

TP4 
DibubarkanPengawasan 
Proyek Strategis Akan Tetap Dilakukan

Putusan 
Bebas Warga 
Denpasar
Buktikan 
Suhandi Cahaya Profesor Hukum Pembela Rakyat Kecil

TITIK BALIK ADVOKAT INDONESIA
Oleh : 
Muhammad Yuntri
*) Pendiri Indonesia 
Advocate Watch

Muara Karta:
Penunjukan 
Wantimpres 
Jokowi Sudah 
Tepat

SU
DU

T PAN
DAN

G SEPTEM
BER 2019

1

M A J A L A H

MENYAJIKAN BERITA DENGAN SANTUN

Rp. 42.500,-(Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus)Edisi September 2019
Majalah Bulananwww.majalah-sudutpandang.com

Prof. Dr. Suhandi Cahaya, SH, MH, MBA : Legal Opinion (Bagian I) 

“KPK 
TIDAK BISA TANGKAP JAKSA”

RUDIANTO MANURUNG, SH, MH
Revisi UU KPK

Muara Karta:
“Cara Ampuh    Kebiri Ruang 

Gerak KPK”

Sah, Inilah Lima Komisioner Baru KPKPeriode 2019 – 2023

Selamat Jalan Bapak Teknologi Indonesia

Kirim Surat Terbuka ke JokowiOC Kaligis Ungkap Praktik Kotor KPK

Alexius Tantrajaya:“Sudah Sepatutnya Presiden   Berikan Perlindungan Hukum”

Lenis Kogoya:“Masyarakat Papua  Jangan Terprovokasi Hoaks

SUDUT PANDANG APRIL 2022 1

M A J A L A H

MENYAJIKAN BERITA DENGAN SANTUN

Oleh: 
Prof. Dr. Suhandi Cahaya, SH. MH. MBA.

KEPAILITAN

Presiden 
3 Periode

( Bagian II )

Rp. 50.000,-(Lima puluh ribu rupiah)

Edisi April 2022
Majalah Bulananwww.majalah-sudutpandang.comwww.sudutpandang.id

SAYA TIDAK MENYUAP HAKIM

OC KALIGIS:
 Wawancara Eksklusif

Bela TerawanOC Kaligis Tak Peduli dengan Putusan IDI

Alexius Tantrajaya:
Usulkan ke 
MPR Beserta 
Alasannya

Alex Hedar
Perantau Asal 
Makassar 
Bermental BajaSukses di Pulau Dewata

Wacana Presiden 
Tiga Periode

Apresiasi 
Pernas Komisi HAK
Stefanus Gunawan:
Menguatkan 
Moderasi Beragama

SUDUT PANDANG - AGUSTUS 2017 1

Rp. 42.500,-*
(Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus)
Edisi Agustus 2017
Majalah Bulanan
www.majalah-sudutpandang.com

MENYAJIKAN BERITA DENGAN SANTUN

M A J A L A H

“BANGGA JADI
  INDONESIA”
MUARA KARTA:

Adat
Busana

PERAYAAN UNIK HUT RI KE-72

NASIB VETERAN 
DI ERA KEMERDEKAAN

KETIKA BENDERA MERAH PUTIH
TERPASANG TERBALIK

Warnai HUT RI ke-72 
di Istana

SU
DU

T PAN
DAN

G JAN
U

ARI 2020

1

M A J A L A H

MENYAJIKAN BERITA DENGAN SANTUN

Rp. 42.500,-(Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus)Edisi Januari 2020Majalah Bulanan
www.majalah-sudutpandang.comwww.sudutpandang.id

PROF. DR. OC KALIGIS, SH, MH

MISCARRIAGES OF JUSTICES

PERLUNYA MEMERANGI

P
h

o
to

: 
G

a
b

r
ie

l M
a

h
a

l

Muara Karta:Keterangan Pelaku Tidak Masuk Akal

Mulai Januari 2020e-Litigation Berlaku di Seluruh Pengadilan Indonesia

Karyawan RS Ariya Medika Desak Uang Rp 7 Miliar Dikembalikan ke PT BSA

LEGAL OPINION
Bagian IV
Oleh: 
Prof. Dr. Suhandi Cahaya, SH, MH, MBA
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M A J A L A H

MENYAJIKAN BERITA DENGAN SANTUN

Oleh: 
Prof. Dr. Suhandi Cahaya, SH, MH, MBA

(Bagian I)

Rp. 50.000,-
(Lima puluh ribu rupiah)

Edisi Oktober 2020
Majalah Bulananwww.majalah-sudutpandang.com

www.sudutpandang.id

KEBAKARANGEDUNG KEJAGUNG

DI BALIK

Muara Karta:

Sejak Awal 
Saya Sudah 
Bisa 
Menduga

Kaspudin Nor : 
Jangan 
Ada Lagi Narasi Pelakunya 
Orang Gila

M. Syafri Noer:
Memalukan 
dan 
Memilukan

Polsek Ciracas 
Kembali Diserang
Ngeri…!
Sanksi Masuk 
Peti Mati di DKI

Masih Modus LamaKakek Wijanto Halim Diduga Tipu 
Pengembang

ASPEK 
HUKUM 
PERJANJIAN

Notaris Dilaporkan Advokat ke Majelis Pengawas Daerah

PT Profita Menggugat dengan Girik dan Surat Kuasa yang Tidak Berlaku Pada Akta Pelepasan Hak

SU
DU

T PAN
DAN

G APRIL 2019

1

M A J A L A H

MENYAJIKAN BERITA DENGAN SANTUN

Dualisme Kewenangan Kepulauan Batam Ditinjau Dari Perspektif Hukum

Susilo Lestari, SH, MH

Rp. 42.500,-
(Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus)Edisi April 2019Majalah Bulanan
www.majalah-sudutpandang.com

PK Kedua OC KaligisPerjuangkan Keadilan dan Pesan 
Khusus untuk KPK

OTT KPKSebelum Pemilu 2019Muara Karta:
“Beda Pilihan   Bukan Alasan Saling   Bermusuhan”

Prof. Dr. Suhandi Cahaya, SH, MH, MBA : Mantan Terpidana Korupsi (Bagian III) 

Stefanus Gunawan, SH, M.Hum:“Semoga Komitmen Pemberantasan 
  Korupsi Bukan Sebatas Slogan”
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M A J A L A H

MENYAJIKAN BERITA DENGAN SANTUN

Rp. 50.000,-
(Lima puluh ribu rupiah)

Edisi Desember 2020
Majalah Bulanan

www.majalah-sudutpandang.com

www.sudutpandang.id

PROF. DR. SUHANDI CAHAYA, S.H., M.H., M.B.A

PENCEMARAN NAMA BAIK 
TIDAK TERBUKTI

PEMBELAAN PROFESOR HUKUM
BERUJUNG VONIS BEBAS

Muara Karta:

Mendukung 
Tindakan 
Tegas 
Kepolisian 
Terhadap HRS

Dua Menteri 
Tersangka KPK

Jokowi:

Saya Sudah Ingatkan 
Jangan Korupsi

Dalton Belum Bayar 
Utang 500 Ribu Dolar AS

Pengusaha Ajukan 
Permohonan 
Eksekusi di PN 
Jakarta Selatan

Yakin Gugatannya 
Dikabulkan
OC Kaligis:
Jiwasraya 
Jangan Lagi 
Banyak 
Alasan

Penembakan 
6 Anggota FPI
Pertaruhan 
Kepercayaan 
Kepada Polisi

Muara Karta:

Hukuman Mati 
Untuk Koruptor Sudah Tepat

SU
DU

T PAN
DAN

G M
ARET 2020

1

Rp. 42.500,-(Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus)Edisi Maret 2020Majalah Bulanan
www.majalah-sudutpandang.comwww.sudutpandang.id

LEGAL OPINION
Bagian V (Habis)
Oleh: 
Prof. Dr. Suhandi Cahaya, SH, MH, MBA

JHON S.E PANGGABEAN, S.H., M.H:ADVOKAT PEJUANG KEADILAN DARI TARUTUNG

M A J A L A H

MENYAJIKAN BERITA DENGAN SANTUN

Corona yang Mendunia

Muara Karta:Tolak 
Pemulangan Eks WNI Bekas ISIS Apapun Alasannya

Hukum dan 
Tinju Itu Beda Tipis

Hartono Tanuwidjaja, SH, M.Si, MH, CBL

Penghargaan Novel dari MalaysiaDipertanyakan OC Kaligis

Dinilai Tuduhan Hoax
OC Kaligis Siap Bela Yasonna

Kejagung Sita Aset Rp 13,1 TriliunTersangka Perkara Jiwasraya
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M A J A L A H

MENYAJIKAN BERITA DENGAN SANTUN

Rp. 50.000,-
(Lima puluh ribu rupiah)

Edisi Desember 2021
Majalah Bulanan

www.majalah-sudutpandang.com

www.sudutpandang.id

Oleh: 
Prof. Dr. Suhandi Cahaya, 

SH. MH. MBA.

HARUS BERSATU
Jhon SE Panggabean,S.H, M.H:

WHAT IS 
THE PURPOSE 
OF THIS LIFE

Jalan 
Terjal 
Penegakan 
Hukum 
2021
Oleh :  Dr. Ari Yusuf 
Amir, SH, MH

INFRASTRUKTUR DAN 
KONEKTIVITAS MARITIM 
DALAM MENDUKUNG 
PERWUJUDAN 
INDONESIA SEBAGAI 
POROS MARITIM 
DUNIA
Oleh: Dr. Chandra Motik 

Yusuf, S.H., M.Sc

Kuasa Hukum 
Pemohon 
Eksekusi Lahan 
di Tangerang 
Ungkap 
Fakta

Susilo Lestari, SH, M.H

SU
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U
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S 2019

1

M A J A L A H

MENYAJIKAN BERITA DENGAN SANTUN

Rp. 42.500,-(Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus)
Edisi Agustus 2019

Majalah Bulananwww.majalah-sudutpandang.com

Prof. Dr. Suhandi Cahaya, SH, MH, MBA : Mantan Terpidana Korupsi (Bagian V) 

HARUN JULIANTO C. SITOHANG, SH, MH:

ERA PERADILAN
“SELAMAT DATANG

MODERN”

Rencana Pemindahan Ibu Kota NegaraDalam Pandangan 
Praktisi Hukum

Ragam Pandangan Pertemuan Jokowi - Prabowo

“Contempt Of Court”
Tegakan Kewibawaan Peradilan

Tiga Jaksa 
Terima Bintang Jasa
Memotivasi Semangat Pengabdian Korps Adhyaksa

Kesuksesan Berawal dari Mimpi

Audiensi dengan KPKDPP KAI Sampaikan Sumbangsih Pokok Pikiran PenangananKorupsi

Garap Film Bahaya NarkobaBNN Kabupaten Belitung Gandeng Kantor Hukum Muara Karta

Satu Dasawarsa GEMPITA Komitmen Mengedepankan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

SUDUT PANDANG - DESEMBER 2018 1

M A J A L A H

Rp. 42.500,-

(Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus)

Edisi Desember 2018

Majalah Bulanan

www.majalah-sudutpandang.com

MENYAJIKAN BERITA DENGAN SANTUN

Infrastruktur Jadi Prioritas

Kerja Nyata Jokowi Membangun 

Indonesia

Muara Karta, SH, MM:

Lost of Market

Leadership
Menanam Pohon 

Menuai Untung Sambil Ibadah

Lambatnya Pemecatan 

Oknum PNS Koruptor

Pro Kontra 
Reuni 212

Mengapa Orang Bisa 

Sadis?

Kasus Dugaan Pemalsuan

Dirut PT BL Jadi Tersangka

Dua Orang Masih Terlapor

SU
DU

T PAN
DAN

G M
EI 2019

1

M A J A L A H

MENYAJIKAN BERITA DENGAN SANTUN
Rp. 42.500,-

(Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus)

Edisi Mei 2019

Majalah Bulanan

www.majalah-sudutpandang.com

Prof. Dr. Suhandi Cahaya, SH, MH, MBA : Mantan Terpidana Korupsi (Bagian IV) 

DR. H. ANDI SAMSAN NGANRO, SH, MH:

“MAHKAMAH AGUNG

 PENJAGA MARWAH

 KEADILAN HUKUM”

Wiranto
Bentuk Tim 
Asistensi Hukum

Meninggalnya 

Petugas KPPS

Duka Demokrasi 

Indonesia

Sayid 
Iskandarsyah 
Terpilih Jadi Ketua 

PWI Jaya

Advokat Senior 

Gugat Presiden dan 

9 Lembaga Negara 
Rp 1,1 Miliar

Prof Laica Marzuki: 

“Disparitas Hukuman 

OC Kaligis Bertentangan 

dengan Hukum dan Rasa   
  Keadilan

Pasca Pemilu

GEMPITA 
Ajak Komponen 

Bangsa Bersatu 
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M A J A L A H

MENYAJIKAN BERITA DENGAN SANTUN

Oleh: 
Prof. Dr. Suhandi Cahaya, SH, MH, MBA

(Bagian 2)

Rp. 50.000,-(Lima puluh ribu rupiah)
Edisi November 2020

Majalah Bulananwww.majalah-sudutpandang.comwww.sudutpandang.id

ASPEK 
HUKUM 
PERJANJIAN

KETIKA 
KEPASTIAN HUKUM HANYA DI ATAS KERTAS

Susilo Lestari, S.H., M.H.

Muara Karta:

Pencopotan 
Dua KapoldaBukti Negara Tak Main-main

Alexius Tantrajaya:
Pembuktian 
Negara Serius Tangani 
Pandemi

Gugat KPK 
di PTUN
OC Kaligis 
Beberkan 
Bukti Soal 
Remisi

TNI Copot BalihoMuara Karta:
Peringatan Keras TNI ke FPI

Diduga Terlibat Penjualan Tanah NegaraKepala BPN Kabupaten Serang Dilaporkan ke KPK
Tim Tabur KejaksaanTerus Beraksi Tangkap Buronan
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M A J A L A H

MENYAJIKAN BERITA DENGAN SANTUN

Rp. 50.000,-
(Lima puluh ribu rupiah)

Edisi April 2021
Majalah Bulanan

www.majalah-sudutpandang.com
www.sudutpandang.id

PROF. DR. SUHANDI CAHAYA, S.H., M.H., M.B.A

Perbuatan 
Melawan Hukum
Dalam Tindak Pidana Korupsi

Muara Karta: 
Jaga Indonesia
Bubarkan 
Ormas Anti 
Pancasila

Alexius Tantrajaya:

Radikalisme 
dan Terorisme 
Harus Diperangi 
Sejak Dini

Terorisme 
Masih Hantui Indonesia

Sudah Lansia dan Sakit-Sakitan
Anak-anak OC Kaligis Ajukan Remisi 
Kemanusiaan ke Menkumham

Kutuk Keras 
Bom 
Makassar
Stefanus Gunawan:

Negara 
Tidak Boleh 
Lengah

Kejagung Sita Aset Tersangka 
Kasus Dugaan Korupsi 
Asabri di Pontianak

Catatan Kritis

Kelemahan 
Regulasi 
Pandemi 
Covid-19

Oleh: Dr. Najab Khan, SH., MH

SUDUT PANDANG MARET 2022 1

M A J A L A H

MENYAJIKAN BERITA DENGAN SANTUN

Oleh: 
Prof. Dr. Suhandi Cahaya, 
SH. MH. MBA.

(Bagian I)

Rp. 50.000,-
(Lima puluh ribu rupiah)

Edisi Maret 2022
Majalah Bulanan

www.majalah-sudutpandang.com
www.sudutpandang.id

Sukses Gelar Munas VII

SUSILO LESTARI, SH, MH:

Bukti IKADIN
Solid Menjaga 
Marwah Advokat

Kartu BPJS  Jadi 
Syarat Jual Beli 
Tanah
Alexius Tantrajaya:

Hanya 
Kurang 
Sosialisasi

Suherman Mihardja:

Untuk Syarat 
Jual Beli 
Tanah Masih 
Wajar

Uang 
Rp 25 Miliar 
di Jiwasraya 
Belum Kembali
OC Kaligis 
Mengadu Lagi 
ke Jokowi

KEPAILITAN

Jhon SE Panggabean:

Hak Imunitas 
Advokat Harus 

Kembali 
Disosialisasikan

EMMANUEL 
EBENEZER 

di Persimpangan 
Jalan?
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M A J A L A H

MENYAJIKAN BERITA DENGAN SANTUN

PEMERINTAH HARUS SERIUS

MENGEJAR PENGEMBALIAN 
UANG DARI OBLIGATOR 

BLBI

Jhon SE Panggabean, S.H., M.H.

Rp. 50.000,-
(Lima puluh ribu rupiah)

Edisi Mei 2021
Majalah Bulanan

www.majalah-sudutpandang.com

www.sudutpandang.id

“Herd Immunity” 

        Covid-19
Slogan atau 
Harapan Nyata?

Oleh: Dr. Najab Khan, SH., MH

RAHASIA 

DAGANG
Oleh: 
Prof. Dr. Suhandi Cahaya, 

SH. MH. MBA.

Berharap 
Tak Ada Lagi 
Diskriminasi 
Remisi
OC Kaligis Surati 
DPR Dukung 
RUU PAS

Dugaan 
Korupsi
Kejagung 
Periksa Direktur 
Pengembangan 
dan Investasi BPJS 
Ketenagakerjaan
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M A J A L A H

MENYAJIKAN BERITA DENGAN SANTUN

Rp. 50.000,-
(Lima puluh ribu rupiah)

Edisi Juni 2021
Majalah Bulanan

www.majalah-sudutpandang.com

www.sudutpandang.id

Oleh: 
Prof. Dr. Suhandi Cahaya, 

SH. MH. MBA.

OC KALIGIS:

Mengenang Usia 100 Tahun

Bapak Pembangunan 

Presiden Soeharto

Alexius 
Tantrajaya:

Dukung, 
Asal 
Transparan

HAK
Cipta

Oleh: Djuyamto

MEMAKNAI 

ULANG TENTANG

KAWAL 

DEPAN
Muara Karta:

Setuju, 
Asal Jangan 
Salah 
Belanja

SUDUT PANDANG AGUSTUS 2022 1

Oleh: 
Prof. Dr. Suhandi Cahaya, 

SH. MH. MBA.

Rp. 50.000,-
(Lima puluh ribu rupiah)

Edisi Agustus 2022
Majalah Bulanan

www.majalah-sudutpandang.com

www.sudutpandang.id

M A J A L A H

MENYAJIKAN BERITA DENGAN SANTUN

PERADILAN

DI PN SURABAYASESAT
Muhammad Yuntri :

Legalisasi 
Ganja untuk 
Kesehatan
Alexius Tantrajaya: 

Tidak Sebanding 
dengan Risiko

Muara Karta:

Hadi 
Tjahjanto 
Jadi Menteri 
ATR/BPN
Sudah Tepat

Dear Pak Jokowi

OC Kaligis: 
Mohon Uang 
Tabungan Saya 

Rp 35 Miliar
Dikembalikan 

Jiwasraya

KEPAILITAN
(IND-ENG)

(Bagian II)

MENYAJIKAN BERITA DENGAN SANTUN

M A J A L A H

SUDUT PANDANG DESEMBER 2022 1

Oleh: 
Prof. Dr. Suhandi Cahaya, SH. MH. MBA.

Prof. Dr. Suhandi Cahaya, SH. MH. MBA.

M A J A L A H

MENYAJIKAN BERITA DENGAN SANTUN

(Bagian I)

SI RACUN DUNIA“WANITA”

Rp. 50.000,-
(Lima puluh ribu rupiah)

Edisi Desember 2022
Majalah Bulanan

www.majalah-sudutpandang.com

www.sudutpandang.id

Gempa Cianjur
Duka Indonesia

Dedikasi
Ichwan Thoha 

untuk Budaya 

Betawi

Simpang   

   Jampang
Legal Advice and 

Drafting

Surat ke-13

OC Kaligis 
Mohon Keadilan 
ke Jokowi
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M A J A L A H

MENYAJIKAN BERITA DENGAN SANTUN

Rp. 50.000,-
(Lima puluh ribu rupiah)

Edisi September 2021
Majalah Bulanan

www.majalah-sudutpandang.com

www.sudutpandang.id

Oleh: 
Prof. Dr. Suhandi Cahaya, 

SH. MH. MBA.

Stefanus Gunawan, S.H., M.Hum

SIAP GASPOL 
Pimpin DPC Peradi-SAI 

Jakarta Barat 

BUSINESS 
JUDGEMENT 
RULE

Jalan Gelap 

Doktrin Hukum

Kesehatan 
di Indonesia

Catatan Kritis:

3 Kebijakan 
Politik Kekuasaan

Oleh: Dr. Najab Khan, SH., MH

Oleh: 
Alexius Tantrajaya, SH., M.Hum

Menanti 
Kepastian 
Hukum
Ketika Presiden 
Dihina

Polwan 
Polda Sulteng

Diduga 
Jadi Korban 
Kriminalisasi

Muara Karta, SH, MM

Susilo Lestari, SH, MH:

Polres Tangsel Harus Bertindak

Sesuai Aturan Hukum

Prof Romli:

Hakim Pertimbangkan HAM

Vonis Juliari Bukan Hal 

Keliru

Silaturahmi dengan Ketua MPR

SPSI Sampaikan Aspirasi 

Seniman Indonesia

SUDUT PANDANG JANUARI 2024 1

M A J A L A H

MENYAJIKAN BERITA DENGAN SANTUN

Rp. 50.000,-
(Lima puluh ribu rupiah)

Edisi JANUARI 2024
Majalah Bulanan

www.majalah-sudutpandang.com

www.sudutpandang.id

Oleh: 
Prof. Dr. Suhandi Cahaya, SH. MH. MBA.

................(Bagian VII)

Ahli Hukum dalam 

“Kejahatan Korporasi & 
Korupsi”
Legal Adviser in 

“Corporate Crime & 
Corruption”

     Kisah Inspiratif
Pengacara Spesialis

OKTAVIANUS SETIAWAN   Investasi Bodong

Kliennya 
Divonis Bebas
Stefanus Gunawan 
Apresiasi 
Majelis Hakim PN 
Makassar

Uang Tak 
Kunjung 
Dikembalikan
OC Kaligis 
Kembali Surati 
Jiwasraya

Presiden KAI, 
Muhammad 
Yuntri:
Rapor Merah 
untuk Penegakan 
Hukum Era 
Jokowi

SUDUT PANDANG NOVEMBER 2023 1

M A J A L A H

MENYAJIKAN BERITA DENGAN SANTUN

Rp. 50.000,-
(Lima puluh ribu rupiah)

Edisi November 2023
Majalah Bulanan

www.majalah-sudutpandang.com

www.sudutpandang.id

Oleh: 
Prof. Dr. Suhandi Cahaya, SH. MH. MBA.

................(Bagian V)

Ahli Hukum dalam 

“Kejahatan Korporasi & 
Korupsi”
Legal Adviser in 

“Corporate Crime & 
Corruption”

No Fair Trial 
Bebaskan Jessica

 Prof. O.C.Kaligis :

Polemik 
Putusan MK 
Bagian dari 
Dinamika 
Politik

Investasi 
Bodong Seret 
Artis
Oktavianus 
Setiawan:
Jangan Cuci 
Tangan..!

Stop 
Bullying…!
Selamatkan 
Generasi 
Bangsa

SU
DU

T PAN
DAN

G - FEBRUARI 2019

1

M A J A L A H

MENYAJIKAN BERITA DENGAN SANTUN
Rp. 42.500,-

(Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus)

Edisi Februari 2019

Majalah Bulanan

www.majalah-sudutpandang.com

“MENYOAL 
  PENEGAKKAN   

  HUKUM 
  DI ERA 
  JOKOWI”

MUHAMMAD YUNTRI, SH

“Petugas Hukum Vs 

Rakyat Berdaulat”

THE LAWYER

Buku Autobiografi Inspiratif  Advokat Asal Belitung

Imlek Bersama

GEMPITA 

Serukan Persatuan Bangsa

Kisah Pasutri

Pejuang Keadilan Melalui PK MA 
di Balik Penjara

Muara Karta:

“Masak Orang Gila 
  Disuruh Nyoblos?”

SU
DU
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DAN

G - JAN
UARI 2019

1

M A J A L A H

MENYAJIKAN BERITA DENGAN SANTUN

Stefanus Gunawan, SH, M.Hum:

“Peristiwa Hukum 
   Tahun 2018, Harus Jadi
Pembelajaran”

Brand 
Follower

Harapan 
Penegakan Hukum 
di Tahun 2019

KPKBORGOL
Bagi Tahanan Korupsi

PMPG Peduli 
Korban Tsunami Selat Sunda

Jaksa Agung H.M Prasetyo:

“Jabatan Adalah Amanah”

Pimpinan KPK DITEROR....!
Jokowi atau Prabowo?
Kasus Uang Raja-Raja Rp 23,9 Triliun

Rp. 42.500,-
(Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus)

Edisi Januari 2019
Majalah Bulanan

www.majalah-sudutpandang.com

Nyungsep 
ke Pemalsuan KTP

Menyajikan Berita Dengan Santun

M A J A L A H

SUDUT PANDANG JANUARI 2022 1

M A J A L A H

MENYAJIKAN BERITA DENGAN SANTUN

Oleh: 
Prof. Dr. Suhandi Cahaya, 

SH. MH. MBA.

Muara Karta, SH, MM

BANJIR
KORUPSI

Rp. 50.000,-
(Lima puluh ribu rupiah)

Edisi Januari 2022
Majalah Bulanan

www.majalah-sudutpandang.com

www.sudutpandang.id

Pemberantasan 
Mafia Tanah

TAK PERNAH TUNTAS

FRANGKY ANTHONY, S.H:

Ternyata 
KPK Masih 
Bergigi

Apakah Dapat 
Dibenarkan Secara 
Hukum Laporan 
Pidana Hanya 
Berdasarkan 
Bukti Kliping 
Berita?
Oleh: 
Stefanus Gunawan, SH.,MH.

Oleh: 
Hendry Ch Bangun

Awas 
“Penumpang 
Gelap”
Kemerdekaan 
Pers

SU
DU

T PAN
DAN

G N
O

VEM
BER 2019

1

M A J A L A H

MENYAJIKAN BERITA DENGAN SANTUN

Rp. 42.500,-

(Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus)

Edisi November 2019
Majalah Bulanan

www.majalah-sudutpandang.com

Prof. Dr. Suhandi Cahaya, SH, MH, MBA 

Legal 
Opinion 
(Bagian I) 

KAPUSPENKUM KEJAGUNG

DR. MUKRI, S.H., M.H :

SAHABAT
MASYARAKAT”

“JAKSA

Muara Karta:

“Saatnya Kembali 

 Bersatu Membangun  

 Bangsa”

Presiden 
Jokowi Tunjuk 

ST Burhanuddin

Sebagai 
Jaksa Agung

Diduga 
Palsukan Data 
Akta Kelahiran 
Anak
Pengusaha 
di Tangerang 
Dilaporkan 
ke Polisi

Hartanto Jusman/

Foto: Kompasiana

SUDUT PANDANG MARET 2023 1

Oleh: 
Prof. Dr. Suhandi Cahaya, SH. MH. MBA.

Legal Advice and Drafting
................(Bagian III)

Rinto E Paulus 
Sitorus
Resmi Pimpin DPC AAI Jakbar

M A J A L A H

MENYAJIKAN BERITA DENGAN SANTUNRp. 50.000,-(Lima puluh ribu rupiah)

Edisi Maret 2023
Majalah Bulananwww.majalah-sudutpandang.comwww.sudutpandang.id

Jhon SE Panggabean KELUARGA ADVOKATBERJUANG TEGAKKAN HUKUM DAN KEADILAN

OC Kaligis
Buka Suara 
Soal Vonis Richard 
Eliezer

Terbukti BersalahHakim Vonis Mati Ferdy Sambo

FRANCINE 
WIDJOJO, S.H., M.H.CAT RESCUER
ADVOKAT PEJUANG PERLINDUNGAN HEWAN

Presiden Jokowi Hadiri Puncak Peringatan HPN 
2023

Catatan Perjalanan 
ke Taiwan

Melihat dari Dekat Keramahan Taiwan

SUDUT PANDANG DESEMBER 2023 1

M A J A L A H

MENYAJIKAN BERITA DENGAN SANTUN
Rp. 50.000,-(Lima puluh ribu rupiah)

Edisi DESEMBER 2023
Majalah Bulananwww.majalah-sudutpandang.comwww.sudutpandang.id

Oleh: 
Prof. Dr. Suhandi Cahaya, SH. MH. MBA.

................(Bagian VI)

Ahli Hukum dalam “Kejahatan Korporasi & Korupsi”
Legal Adviser in “Corporate Crime & Corruption”

Oktavianus 
Setiawan
Anak Tukang Kue Asal Jogja
Sukses Jadi Pengacara “Super Hero”

Alexius 
Tantrajaya:Bukti 
Komitmen Polri Bersih-Bersih 

Institusi

Catatan Hukum OC Kaligis: 
Mohammad 
Hatta dan 
KPK

Polda Metro JayaTetapkan Ketua KPK Jadi Tersangka
Jimmy Endey
Jabat Ketua Pokja MA PWI Jaya

STEFANUS GUNAWAN, S.H., M.Hum:PUTUSAN MKdan PILPRES 2024

Ketua MA Mewisuda 25 Calon Hakim Terpadu Peradilan Militer

Gelar TasyakuranTim LCCM SMPN 255 JakartaSantuni Anak Yatim

ED

ISI KHUSUS

NATAL 2023 DAN

TAHUN BARU 2024

ED ISI K H USUS

SUDUT PANDANG JANUARI 2026 1

M A J A L A H

MENYAJIKAN BERITA DENGAN SANTUN

Edisi 

DESEMBER 2025
Majalah Bulanan

www.majalah-sudutpandang.com

www.sudutpandang.id

Prof. O.C Kaligis

M. YUNTRI 
TAGIH KOMITMEN 
JAKSA AGUNG

Tindak Oknum Jaksa 
Terkait Dugaan 
Aset Fiktif Pemkab 
Belitung

KUHP DAN KUHAP BARU 
RESMI BERLAKU: 

TRANSFORMASI 
KEADILAN ATAU 
SEKADAR GANTI 
BAJU?
Oleh: Prof. Dr. Suhandi 
Cahaya, SH, MH, MBA. 
(Bagian I)

Kebijakan KPK 
Tak Menampilkan 
Tersangka Perlu 
Diuji di MK

Alexius Tantrajaya, 
S.H., M.Hum.

Kasus Roy Suryo: 
Antara Proses 
Hukum dan 
Opini Publik

Edisi

JANUARI 2026
Majalah Bulanan

www.majalah-sudutpandang.com

www.sudutpandang.id

Kuasa Hukum 
Nadiem Makarim

Minta Hakim 
Hentikan Perkara 
Chromebook
Ari Yusuf Amir
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M. YUNTRI 

Tindak Oknum Jaksa 
Terkait Dugaan 
Aset Fiktif Pemkab 
Belitung

TAGIH KOMITMEN 
JAKSA AGUNG

HEAD 
L I N E

            Negara tidak 
bisa mengklaim tanah 
sebagai aset hanya 
dengan sebuah surat 
keputusan. Tanpa 
sertifikat dan asal-
usul yang jelas, klaim 
itu kehilangan dasar 
hukumnya...

““
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            Asal-usul perolehan 
aset daerah harus jelas 
dibeli, dihibahkan, atau 
diperoleh dengan cara sah. 
Dalam perkara ini, semua 
itu tidak pernah dijelaskan” 
(vide Permendagri 17/2007, 
Perda Belitung 3/2011, Perbup 
Belitung27/2012)

Jakarta, Sudut Pandang

Surat Keputusan (SK) Bupati 
Belitung Nomor 188.45/160/
KEP/DPPKAD/2013 tertanggal 
25 Maret 2013, yang diterbitkan 

pada masa Bupati Dharmansyah 
Husein, selama ini luput dari perhatian 
publik. Namun, belasan tahun 
kemudian, dokumen administratif 
tersebut justru menjadi pusat 
perdebatan hukum. SK itu digunakan 
sebagai dasar klaim aset pemerintah 
daerah dan berujung pada penanganan 
perkara tindak pidana korupsi (tipikor) 
yang menyeret nama Iwan Sahie.

Bagi Muhammad Yuntri, kuasa hukum 
Iwan Sahie, perkara ini bukan semata 
soal tanah, melainkan ujian komitmen 
penegakan hukum. Menurutnya, baik 
dari sisi prosedur penerbitan keputusan 
maupun materi muatan keputusan, 
SK tersebut tidak sesuai dengan fakta 
atas lahan yang diklaim sebagai aset 
pemerintah daerah.

Dalam keterangannya, advokat 
senior yang akrab disapa Yuntri 
itu menyatakan keprihatinannya 
atas penggunaan dokumen yang 
keabsahannya masih dipersoalkan 
sebagai dasar penindakan pidana. 
Ia menilai SK yang dijadikan bukti 
utama (primary evidence) dalam 
perkara tipikor tersebut tidak dilengkapi 
sertifikat tanah atas nama pemerintah 
daerah, sebagaimana dipersyaratkan 
dalam peraturan perundang-undangan. 
Aturan yang dimaksud antara lain Pasal 
49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2004 tentang Perbendaharaan Negara 
jo Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 17 Tahun 2007, Peraturan 
Daerah Belitung Nomor 3 Tahun 2011, 
serta Peraturan Bupati Belitung Nomor 
27 Tahun 2012 tentang pedoman teknis 
pengadaan Barang Milik Daerah (BMD).

Yuntri juga menagih komitmen 
Jaksa Agung untuk menindak tegas 
apabila terdapat oknum jaksa yang 
menyimpang dari prosedur hukum 
dalam penanganan perkara yang 
menjerat kliennya.

““

           Dalam persidangan terungkap 
bahwa tanah yang disebut sebagai aset 
daerah tidak pernah memiliki sertifikat 
atas nama pemerintah” (Pasal 49 UU No.1 
Tahun 2004 tentang Pembendaharaan 
Negara)

““
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HEAD 
L I N E

“Yang kami minta sederhana, 
penegakan hukum yang berjalan sesuai 
aturan dan menjunjung kepastian 
hukum,” ujar Yuntri kepada Majalah 
Sudut Pandang di Jakarta, Senin 
(29/12/2025).

Yuntri mengungkapkan, perkara 
ini bermula dari klaim Pemerintah 
Kabupaten (Pemkab) Belitung pada 
2013 atas sebidang tanah seluas 
8,636,10 M2 (delapan koma enam tiga 
enam meter persegi) sebagaimana 
tercantum dalam SK yang kemudian 
disebut sebagai aset milik daerah. 
Klaim tersebut menjadi dasar dugaan 
penjualan aset pemerintah daerah dan 

menyeret kliennya, Iwan Sahie, ke meja 
hijau. Namun, pada 2022, luas lahan itu 
berubah menjadi seribu kali lipat, yakni 
8.236.725 M2 (delapan ribu dua ratus 
tiga puluh enam koma tujuh dua lima 
meter persegi).

Atas perkara tersebut, Yuntri memiliki 
pandangan berbeda. Menurutnya, 
tanah yang disengketakan merupakan 
milik keluarga Iwan Sahie secara 
turun-temurun. Ia menyebut riwayat 
penguasaan lahan telah berlangsung 
sejak 1937, sebelum Negara Indonesia 
merdeka, disertai pembayaran pajak 
serta izin penegasan hak atas tanah 
dari Agraria Belitung pada 1972.

               Dokumen yang 
baru ditemukan sepuluh 
tahun kemudian di laci 
kantor kelurahan tanpa 
cap basah menimbulkan 
pertanyaan serius 
tentang tata kelola 
arsip pemerintahan” 
yang kemudian diduga 
digunakan untuk 
kriminalisasi warga 
sebagai koruptor...

“

“

Foto: Pemkab Belitung
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Saat lahan diurus dan diajukan 
peningkatan haknya dilakukan 
pengukuran ulang, segelintir warga di 
sekitar lahan yang tidak memahami 
sejarah tanah tersebut melakukan 
protes di Kantor Kejaksaan Negeri 
(Kejari) Belitung. Warga tersebut 
menganggap lahan itu sebagai fasilitas 
umum. Menurut Yuntri, setelah itu 
oknum jaksa langsung melakukan 
penggeledahan dan menyita seluruh 
dokumen terkait lahan tersebut.

Atas penetapan status tersangka 
terhadap kliennya, kata Yuntri, telah 
diajukan praperadilan di Pengadilan 
Negeri Tanjungpandan, Belitung, pada 
2023 dan dikabulkan sehingga Iwan 
Sahie dibebaskan. Namun, oknum jaksa 
bernama Anggoro tetap melanjutkan 
perkara tersebut. Sebulan kemudian, 
Iwan Sahie kembali ditangkap dan 
langsung diajukan ke Pengadilan 
Tipikor di Pangkalpinang.

Yuntri menilai penanganan perkara 
tersebut janggal karena menunjukkan 

                BPKAD Tahun 
2022: Lahan tersebut 
bukan Aset Pemda 
Belitung. BPN Belitung: 
tidak ada sengketa tanah 
aquo dengan Pemda             
Belitung

““

Iwan Sahie.(Foto: istimewa)

M. YUNTRI TAGIH KOMITMEN JAKSA AGUNG
Tindak Oknum Jaksa Aset Pemkab Belitung
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HEAD 
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ketidakprofesionalan jaksa yang 
berupaya menjustifikasi tindakannya. 
Ia mencontohkan, perkara tipikor 
dengan putusan praperadilan yang 
dimenangkan tersangka juga pernah 
dialami Hadi Poernomo, mantan 
Direktur Jenderal Pajak, serta Komjen 
Pol. Budi Gunawan, mantan Kepala BIN, 
namun perkara tipikor keduanya tidak 
berlanjut.

“Status tanah ini masih dipersoalkan 
dan belum pernah diputus sebagai aset 
negara melalui mekanisme hukum yang 
sah,” kata Yuntri.

Saat ini, pihaknya telah mengajukan 
Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan 
Tipikor Pangkalpinang serta melaporkan 
oknum jaksa Kejari Belitung ke Jaksa 

Agung Muda Pengawasan (Jamwas) 
Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. Yuntri 
menilai oknum jaksa tersebut telah 
menjadikan SK Bupati diduga sebagai 
alat kejahatan untuk mengkriminalisasi 
kliennya, di samping dinilai tidak 
profesional karena tidak melakukan 
legal due diligence sebelum 
bertindak terhadap kliennya.

Sorotan Yuntri terutama tertuju 
pada aspek prosedural. Ia menilai 
penyerahan lahan dari Kejari Belitung 
kepada Bupati Belitung pada 22 Juli 
2025 perlu ditelaah secara cermat. 
Menurutnya, klaim aset pemerintah 
daerah harus didukung dokumen 
perolehan yang lengkap dan sah.

Saat ini, kata Yuntri, perkara 
administrasi terkait SK tersebut masih 
bergulir di Pengadilan Tata Usaha 
Negara (PTUN) Pangkalpinang untuk 
menguji prosedur pembuatan SK dan 
materi muatannya yang dinilai tidak 
sesuai dengan fakta sebenarnya. Ia 
menyebut empat instansi di Belitung, 
yakni Badan Pengelola Keuangan 
dan Aset Daerah (BPKAD), Badan 
Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten 
Belitung, Sekretariat Daerah Belitung, 
termasuk bupati petahana, pada 
prinsipnya mendukung dilakukannya uji 
materiil atas SK tersebut.

Bahkan, BPKAD Belitung secara tegas 
menyatakan bahwa lahan tersebut 
bukan aset daerah, meskipun pada 

2013 draf SK tersebut memang 
awalnya diprakarsai oleh BPKAD 
terkait penggunaan lahan untuk 
kampanye pemilihan kepala daerah 
dan kepentingan lainnya, sebagaimana 
keterangan saksi Iman Fadil dalam 
persidangan PTUN.

Penetapan aset milik daerah, lanjut 
Yuntri, semestinya disertai bukti 
pembelian, hibah, perjanjian, atau 
sertifikat tanah atas nama pemerintah 
daerah yang tercatat di BPN. Selain 
itu, aset wajib dicatat secara resmi 
dalam administrasi keuangan dan aset 
daerah, serta aset negara di tingkat 
pusat. Namun, menurutnya, seluruh 
persyaratan tersebut tidak pernah ada.

Ia menyebut, pengurusan sertifikat 
justru baru akan dilakukan setelah 
serah terima lahan dari Kejari Belitung 
kepada Bupati Belitung petahana, Djoni 
Alamsyah Hidayat.

“Berdasarkan informasi yang kami 
peroleh, BPN Belitung pada 2022 
menyatakan tidak terdapat barang milik 
daerah atas nama Pemda Belitung di 
atas lahan tersebut,” ujarnya.

Tidak jelasnya sejarah perolehan hak 
atas lahan oleh Pemda Belitung yang 
dijadikan aset daerah, menurut Yuntri, 
telah melanggar sejumlah peraturan 
perundang-undangan, khususnya Pasal 
49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2004 tentang Perbendaharaan Negara 

Foto: Pemkab Belitung

               Penulisan 
luas tanah yang tidak 
mengikuti standar 
nasional 8,636.10 M2 pada 
Keputusan Bupati 2013 
ditafsirkan seribu kali lipat 
jadi 8.236.725 M2 tahun 
2022 hasil ukur Lurah Paal 
Satu, Tanjungpandan, 
Belitung, menimbulkan 
ketidakpastian hukum

““
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               Apa pun 
bentuknya, Saya 
akan tindak 
tegas. Saya tidak 
akan melindungi 
oknum jaksa 
yang melanggar        
aturan

““

M. YUNTRI TAGIH KOMITMEN JAKSA AGUNG
Tindak Oknum Jaksa Aset Pemkab Belitung
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jo Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 17 Tahun 2007, Peraturan 
Daerah Belitung Nomor 3 Tahun 2011, 
serta Peraturan Bupati Belitung Nomor 
27 Tahun 2012 tentang pedoman teknis 
pengadaan Barang Milik Daerah.

Baik dari sisi prosedur penerbitan 
SK maupun substansi isinya, Yuntri 
menilai klaim bupati atas lahan tersebut 
sebagai aset Pemda sejak 2013 tidak 
sesuai dengan fakta.

“Nah, di sinilah letak persoalan 
hukumnya. Ketika aset tidak tercatat 
dan tidak terdapat sertifikat hak atas 
lahan atas nama Pemda Belitung, yang 
jelas melanggar sejumlah peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, 
tetapi oknum jaksa Kejari Belitung 
tetap memaksakannya sebagai dasar 
penindakan pidana,” kata Yuntri.

Yuntri mempertanyakan logika 
penetapan perkara tersebut. 
Menurutnya, kliennya menjual harta 
warisan orang tuanya, tetapi justru 
dianggap sebagai tindak pidana 
korupsi. Selain itu, kliennya telah 
ditetapkan sebagai tersangka sebelum 
dilakukan audit keuangan oleh BPKP 

putusan sekitar dua pekan kemudian.

Yuntri menyebut terdapat perbedaan 
signifikan terkait luas tanah antara 
yang tercantum dalam SK dan hasil 
pengukuran ulang pada 2022. Dalam 
SK tahun 2013 tercantum luas 8,636.10 
M2 (delapan koma enam tiga enam 
titik satu nol meter persegi), sedangkan 
hasil pengukuran tahun 2022 
menunjukkan luas 8.236.725 (delapan 
ribu dua ratus tiga puluh enam koma 
tujuh dua lima meter persegi) atau 
meningkat hingga seribu kali lipat.

Selain itu, Yuntri menilai keberadaan 
SK yang disebut ditemukan oleh oknum 
jaksa di laci meja Lurah Paal Satu, 
Tanjungpandan, Belitung, sebagai 
sesuatu yang tidak wajar. Menurutnya, 
dokumen tersebut tidak memiliki cap 
stempel basah yang lazim digunakan 
untuk membedakan dokumen resmi 

advis. Surat itu diterbitkan menyusul 
adanya aksi protes segelintir warga di 
sekitar lahan yang sempat berunjuk 
rasa di Kantor Kejari Belitung.

Dalam surat tersebut diputuskan untuk 
meminta advis dan pertimbangan dari 
empat instansi terkait, yakni Bupati 
Belitung, Sekretariat Daerah Belitung, 
BPN Belitung, dan BPKAD Belitung. 
Keempat instansi tersebut, kata Yuntri, 
tidak mendukung penetapan lahan a 
quo sebagai aset daerah.

“Sehingga uji materiil di PTUN 
Pangkalpinang atas perbedaan data 
ini menjadi menarik untuk disimak 
bersama, karena tidak tertutup 
kemungkinan hal serupa dapat terjadi 
di berbagai daerah lain,” terang Yuntri.

Menurutnya, jika praktik semacam 
itu dibenarkan, hal tersebut dapat 
menjadi preseden buruk di kemudian 
hari. Pemerintah daerah, kata dia, 
berpotensi menerbitkan keputusan 
pada satu waktu, tetapi baru diketahui 
dampaknya oleh pihak terdampak 
belasan tahun kemudian, karena SK 
tersebut tidak pernah disampaikan 
secara patut dan wajar secara yuridis.

Ia menilai kondisi tersebut 
mencerminkan praktik “menang 
sendiri” dalam perampasan tanah 
warga oleh pemerintah daerah tanpa 
memperhatikan prosedur hukum 
pascapenerbitan SK. Selain itu, tidak 
adanya mekanisme pengawasan 
yang efektif terhadap penyelenggara 
negara dalam menerbitkan diskresi 
atau kebijakan dinilai berpotensi 
menimbulkan dampak serius bagi 
masyarakat. Bahkan, menurut Yuntri, 
tidak tertutup kemungkinan kebijakan 
semacam itu lahir demi kepentingan 
tertentu dengan dalih ABS (asal 
bapak pimpinan senang), meskipun 
bertentangan dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.

Komitmen Jaksa Agung

Di tingkat pusat, Jaksa Agung 
ST Burhanuddin berulang kali 
menegaskan komitmennya untuk 
menjaga integritas Korps Adhyaksa. Ia 
mengingatkan seluruh jajarannya agar 
tidak melakukan pelanggaran dalam 
menjalankan tugas penegakan hukum.

terkait dugaan kerugian negara. Ia juga 
menyinggung bahwa DPRD pernah 
membahas persoalan ini, tetapi tidak 
ada tindak lanjut yang jelas.

SK di Meja PTUN

Keabsahan Surat Keputusan (SK) Bupati 
Belitung kemudian diuji secara formil 
dan materiil di Pengadilan Tata Usaha 
Negara (PTUN) Pangkalpinang melalui 
perkara Nomor 8/G/2025/PTUN-PGP. 
Perkara tersebut telah memasuki tahap 
kesimpulan dan dijadwalkan menunggu 

dan penting. Ia menegaskan, arsip 
SK yang asli seharusnya tersimpan 
di Sekretariat Daerah (Setda), arsip 
bupati, atau di Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) 
sebagai pemrakarsa draf SK.

Namun, BPKAD Belitung justru 
membantah bahwa lahan a quo 
merupakan aset daerah. Bantahan 
tersebut tertuang dalam Surat Nomor: 
030/159/BPKAD/2022 tertanggal 27 
Oktober 2022 yang ditujukan kepada 
Lurah Paal Satu perihal konfirmasi 

           Jaksa sita semua dokumen tanpa izin pengadilan, 
sebelum Iwan Sahie ditahan yang melanggar Pasal 
33-39 KUHAP UU No. 8 tahun 1981, karena yang disita 
adalah dokumen penting (tertulis)...

““



SUDUT PANDANG JANUARI 202612

undangan, maka sudah sepantasnya 
dimintakan pertanggungjawaban 
hukum pidana. Ia menilai SK Bupati 
telah dijadikan alat kejahatan untuk 
mengkriminalisasi kliennya, Iwan 
Sahie, selaku anak dari Simon Thesiadi, 
pemilik lahan sejak 1937 yang 
meninggal dunia pada 1984.

Pemeriksaan saksi, termasuk mantan 
Bupati Belitung Dharmansyah Husein 
yang kini menjabat sebagai anggota 
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, 
telah berlangsung pada 9 Desember 
2025.

“Kami ingin perkara ini diselesaikan 
secara adil dan terang, tanpa 
prasangka,” kata Presiden Kongres 
Advokat Indonesia (K.A.I) itu.

Hingga berita ini diturunkan, Kejari 
Belitung dan Pemkab Belitung belum 
memberikan keterangan resmi terkait 
sengketa aset daerah tersebut. Redaksi 
terus membuka ruang klarifikasi dan 
hak jawab bagi seluruh pihak terkait. 
n (tim)

bersalah. Ia juga menyatakan Korps 
Adhyaksa terbuka untuk bekerja sama 
dengan lembaga lain dalam menindak 
pelanggaran internal.

“Apa pun bentuk pelanggarannya, 
akan saya tindak tegas. Kami juga 
bersyukur mendapat dukungan 
dari KPK,” ujar Jaksa Agung saat 
menanggapi penanganan oknum jaksa 
yang diamankan Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK).

Bagi Yuntri, pernyataan Jaksa Agung 
tersebut menjadi harapan agar evaluasi 
internal benar-benar dijalankan secara 
objektif. Ia berharap tidak hanya 
terwujudnya keadilan bagi kliennya 
yang ia yakini tidak bersalah karena 
menjual harta milik orang tuanya 
sendiri tetapi dituduh menjual aset 
negara tanpa dasar hukum yang jelas 
melainkan juga agar oknum jaksa 
bernama Anggoro segera diperiksa 
untuk membuktikan profesionalitasnya 
dalam menangani perkara korupsi yang 
menjerat kliennya.

Menurut Yuntri, apabila oknum jaksa 
tersebut terbukti melanggar kode 
etik profesi, hak asasi manusia, serta 
serangkaian peraturan perundang-

“Saya mengingatkan mereka di daerah 
agar tidak melakukan hal-hal yang 
bertentangan dengan aturan dan 
peraturan, serta janji-janji mereka,” 
kata Burhanuddin di Gedung Kejaksaan 
Agung, Jakarta Selatan, Rabu 
(24/12/2025).

Burhanuddin menegaskan tidak 
akan melindungi jaksa yang terbukti 

                 Praperadilan 
dikabulkan Pengadilan 
Negeri Belitung, namun 
jaksa tetap melanjutkan 
perkara ke Pengadilan 
Tipikor Pangkalpinang 
dengan tersangka yang 
sama, pasal korupsi yang 
sama, dan jaksa penuntut 
yang sama. Lembaga 
peradilan dilecehkan    
untuk justifikasi kekeliruan 
jaksa

“

“
HEAD 
L I N E
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                 Berdasarkan 
fakta persidangan, 
keputusan bupati 
ini patut diduga dan 
dipastikan cacat 
secara formil dan 
materiil

““

M. YUNTRI TAGIH KOMITMEN JAKSA AGUNG
Tindak Oknum Jaksa Aset Pemkab Belitung

SK Bupati Belitung 
dalam Uji PTUN

Jakarta, Sudut Pandang

Kuasa hukum Iwan Sahie, M. Yuntri, menyampaikan serangkaian 
kesimpulan hukum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap 
dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) 
Pangkalpinang terkait sengketa penetapan aset Pemerintah 

Kabupaten (Pemkab) Belitung. Objek sengketa dalam perkara ini 
adalah Surat Keputusan (SK) Bupati Belitung Nomor 188.45/160/KEP/
DPPKAD/2013 tertanggal 25 Maret 2013 tentang Penetapan Status 
Penggunaan Tanah, Bangunan Gedung, Sarana, dan Prasarana Kantor 
Milik Pemkab Belitung pada Kantor Kelurahan Paal Satu, Kecamatan 
Tanjungpandan.

Secara khusus, advokat senior ini menyoroti lampiran keputusan 
tersebut yang mencantumkan satu bidang tanah dengan nomenklatur 
“tanah lapangan” seluas 8,636,10 meter persegi (delapan koma enam 
tiga enam koma satu nol meter persegi), yang secara faktual berarti 
luasnya kurang dari sembilan meter persegi. Bidang tanah itu dicatat 
sebagai Barang Milik Daerah (BMD) dengan nilai Rp10 juta dan diklaim 
sebagai aset Pemkab Belitung. Namun, setelah dilakukan pengukuran 
ulang, luas lahan yang sama justru berubah menjadi 8.236,725 meter 
persegi (delapan ribu dua ratus tiga puluh enam koma tujuh dua lima 
meter persegi).

Menurut Yuntri, dalam persidangan terungkap bahwa tanah yang 
diklaim sebagai aset daerah tersebut tidak pernah memiliki sertifikat 
atas nama Pemkab Belitung, sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 
49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara. Oleh karena itu, penulisan luas lahan dalam SK tidak sesuai 
dengan fakta yang sebenarnya, sehingga secara materiil keputusan 
tersebut dinilai cacat hukum dan tidak memberikan kepastian hukum.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan di persidangan, tanah 
dimaksud berlokasi di Jalan Kapten Saridin, Kelurahan Paal Satu, 
Tanjungpandan. Tanah tersebut merupakan bagian dari lahan seluas 
37.535 meter persegi yang telah dikuasai dan dikelola dengan itikad 
baik oleh orang tua Penggugat sejak 1937, jauh sebelum Indonesia 
merdeka. Pada 1972, lahan milik orang tua Penggugat yang bernama 
Simon Thesiadi tersebut telah memperoleh izin penegasan hak dari 
Agraria Belitung.

Sisa lahan itu kemudian kembali diurus oleh Iwan Sahie pada 2022. 
Lurah Paal Satu, Tanjungpandan, bahkan telah menerbitkan Surat 
Keterangan Tanah (SKT) atas lahan a quo yang sebelumnya dikenal 
sebagai lapangan bola karena kerap digunakan warga sekitar untuk 
berolahraga. Atas penerbitan SKT tersebut, muncul protes dari 
segelintir warga. Melalui proses mediasi, disepakati untuk meminta 
advis dari empat instansi terkait, yakni:

1. BPKAD Belitung, melalui Surat Nomor 030/1591/BPKAD/2022 
tertanggal 27 Oktober 2022, menyatakan bahwa lahan a quo bukan 
merupakan aset daerah.

2. BPN Kabupaten Belitung, melalui Surat Nomor 



SUDUT PANDANG JANUARI 202614

yang tidak menggunakan standar 
nasional. Penulisan angka “8,636,10 
m²” yang secara faktual berarti kurang 
dari sembilan meter persegi, tetapi 
kemudian diklaim sebagai 8.236,725 
meter persegi, atau meningkat 
seribu kali lipat, dinilai tidak sesuai 
dengan fakta yang sebenarnya dan 
menimbulkan ketidakpastian hukum 
berkepanjangan.

Berdasarkan seluruh fakta persidangan 
tersebut, Yuntri menyimpulkan bahwa 
keputusan bupati yang menjadi 
objek sengketa diduga kuat cacat 
secara formil dan materiil. Penetapan 
tanah sebagai aset daerah dinilai 
tidak didukung bukti kepemilikan sah 
berupa sertifikat, tidak jelas asal-usul 
perolehannya, serta diterbitkan tanpa 
prosedur administrasi sebagaimana 
diatur dalam Pasal 49 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara juncto 
Permendagri Nomor 17 Tahun 2007, 
Perda Belitung Nomor 3 Tahun 2011, 
dan Perbup Belitung Nomor 27 
Tahun 2012 tentang pedoman teknis 
pengadaan Barang Milik Daerah.

Semestinya, kata Yuntri, SK baru 
dapat diterbitkan setelah seluruh 
proses perolehan hak atas tanah 
selesai dan tercatat di BPN Belitung 
serta diinventarisasi dalam daftar aset 
daerah dan aset negara. Namun, fakta 
persidangan menunjukkan bahwa 
seluruh prosedur tersebut tidak pernah 
dilakukan dan lahan a quo atas nama 
Pemkab Belitung tidak pernah terdaftar 
di BPN Belitung.

Aset Fiktif

Berdasarkan seluruh kronologi 
tersebut, Yuntri menilai aset daerah 
yang dimaksud bersifat fiktif. Namun, 
ia mempertanyakan mengapa oknum 
jaksa Kejari Belitung tidak terlebih 
dahulu melakukan legal due 
diligence, khususnya dari aspek 
perdata dan tata usaha negara, 
sebelum kliennya dikriminalisasi dan 
dituduh melakukan tindak pidana 
korupsi berdasarkan Pasal 2 ayat (1) 
jo Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Oleh karena itu, pihaknya berharap 
majelis hakim PTUN Pangkalpinang 
membatalkan SK Bupati tersebut. Yuntri 
menilai perkara ini telah menimbulkan 
korban kemanusiaan karena kliennya 
dipenjara atas dasar dugaan menjual 
aset daerah yang menurutnya fiktif. 

peraturan perundang-undangan. Dalam 
SK Bupati tersebut tidak dijelaskan 
apakah tanah diperoleh melalui 
pembelian dengan dana APBD, hibah, 
atau mekanisme perolehan sah lainnya.

Selain itu, lampiran keputusan tidak 
disusun menggunakan format Kartu 
Inventaris Barang (KIB) A sebagaimana 
diatur dalam Peraturan Bupati Belitung 
Nomor 27 Tahun 2012. Dalam 
persidangan terungkap bahwa lahan 
tersebut sebelumnya digunakan sebagai 
area kampanye Pilkada setempat dan 
dinyatakan bebas digunakan oleh 
seluruh kandidat. Untuk memastikan 
penggunaan lahan tersebut, disusunlah 
draf SK Bupati yang diprakarsai oleh 
BPKAD pada 2013.

Setelah itu, keberadaan SK tersebut 
tidak pernah diketahui hingga kembali 
ditemukan oleh oknum jaksa Kejari 
Belitung pada 2023 di laci meja Lurah 
Paal Satu. Yuntri menilai temuan 
tersebut janggal, terlebih dokumen 
tersebut tidak dibubuhi cap basah 
stempel Bupati Belitung sehingga 
keasliannya tidak dapat dipastikan.

Kejanggalan

Yuntri menyebut kondisi tersebut 
janggal karena, berdasarkan 
keterangan saksi dari Pemkab Belitung, 
arsip asli SK Bupati semestinya 
disimpan di organisasi perangkat 
daerah (OPD) pemrakarsa, yakni 
BPKAD Belitung, atau di Sekretariat 
Daerah maupun Bagian Hukum, bukan 
di kantor kelurahan.

Dalam persidangan juga terungkap 
adanya perbedaan penulisan 
tahun antara surat keputusan dan 
lampirannya, penggunaan mesin ketik 
manual pada sebagian dokumen, serta 
ketiadaan cap basah stempel bupati 
pada dokumen yang dijadikan dasar 
penetapan aset. Yuntri berpandangan, 
kondisi tersebut menunjukkan 
adanya kekacauan administrasi atau 
cacat administrasi serius, sekaligus 
pelanggaran terhadap asas kecermatan 
dan kepastian hukum dalam 
penyelenggaraan pemerintahan.

Ia juga menyoroti penulisan luas lahan 

MP.02.02/867.19.02/X/2022 
tertanggal 28 Oktober 2022, 
menyatakan tidak pernah terdapat 
catatan sengketa atas lahan 
tersebut.

3. 	Bupati Belitung, melalui Surat 
Nomor 590/0624/I/2022 tertanggal 
14 Desember 2022, menyarankan 
agar permasalahan lahan 
diselesaikan secara musyawarah.

4. 	Sekretariat Daerah Belitung, melalui 
Surat Nomor 180/0643/III/2022 
tertanggal 23 November 2022, 
menyatakan bahwa izin penegasan 
hak tahun 1972 atas lahan a 
quo dapat diproses lebih lanjut 
sepanjang mengikuti prosedur 
hukum yang berlaku.

Yuntri menilai, salah satu persoalan 
krusial yang terungkap dalam 
persidangan adalah ketidakjelasan 
asal-usul perolehan aset daerah 
sebagaimana diwajibkan dalam 

HEAD 
L I N E

                  Pembatalan keputusan ini penting bukan 
hanya untuk memulihkan hak warga, tetapi juga untuk 
menegakkan kepastian hukum yang terkesan lahan 
warga dirampas Negara tanpa dasar hukum

““

Iwan Sahie.(Foto: istimewa)



SUDUT PANDANG JANUARI 2026 15

M. YUNTRI TAGIH KOMITMEN JAKSA AGUNG
Tindak Oknum Jaksa Aset Pemkab Belitung

Padahal, kliennya hanya menjual lahan 
milik orang tua kandungnya, Simon 
Thesiadi, yang telah dikuasai sejak 
1937 dan meninggal dunia pada 1984.

Yuntri juga berharap aparat penegak 
hukum lebih cermat dan teliti dalam 
menggunakan kewenangannya agar 
tidak mengkriminalisasi warga secara 
sewenang-wenang. Ia meminta 
Jaksa Agung menepati komitmennya 
untuk menindak tegas jaksa yang 
menyalahgunakan kewenangan dan 
merugikan masyarakat. 

Selain itu, ia berharap Jaksa Agung 
Muda Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan 
Agung RI segera memeriksa oknum 
jaksa Kejari Belitung tersebut, termasuk 
terkait dugaan pelanggaran kode 
etik dan pelanggaran hukum dalam 
penyitaan dokumen tanpa izin Ketua 
Pengadilan.

Gugatan ke PTUN ini, menurut Yuntri, 
merupakan langkah antara untuk 
membatalkan SK Bupati Belitung Tahun 
2013 yang diterbitkan pada masa 
Bupati Dharmansyah Husein, yang saat 
ini menjabat sebagai anggota Dewan 
Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 
2024-2029. Dengan dibatalkannya 
SK tersebut, alat bukti utama yang 
digunakan untuk menjerat Iwan Sahie 
diharapkan gugur, sehingga kliennya 
dapat terbebas sepenuhnya dari 
dakwaan tindak pidana korupsi. n (tim)Kuasa hukum Iwan Sahie, M. Yuntri,  (foto istimewa)
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Oleh Muhamad Yuntri

Novum

PK yang diajukan Iwan Sahie juga 
memasukkan Putusan Praperadilan 
Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Tdn sebagai 
novum utama. Putusan tersebut 
belum pernah dipertimbangkan dalam 
pemeriksaan sebelumnya, meskipun 
relevan untuk menguji legalitas proses 
penegakan hukum sejak awal.

Dalam praperadilan itu, Iwan 
dinyatakan menang dan sempat 
dibebaskan dari tahanan. Namun, 

Padahal, Pasal 49 Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2004 secara tegas 
mensyaratkan legalitas hak sebagai 
prasyarat pencatatan Barang Milik 
Daerah.
Seorang mantan pejabat pengelola aset 
daerah menyebut kondisi ini sebagai 
anomali serius. “Kalau tidak ada 
peralihan hak dan tidak ada sertifikat, 
lalu tiba-tiba muncul SK yang menyebut 
itu aset daerah, secara administrasi ini 
sudah lonceng bahaya. Biasanya tidak 
akan lolos audit,” katanya.

Permohonan Peninjauan Kembali 
(PK) yang diajukan Iwan Sahie 
membuka kembali persoalan 
mendasar dalam perkara tindak 

pidana korupsi yang menjeratnya. Inti 
masalahnya bukan semata perbedaan 
tafsir hukum, melainkan keabsahan 
objek perkara yang sejak awal diklaim 
sebagai aset daerah.

Perkara ini menjadi relevan untuk 
dibahas karena menyentuh fondasi 
paling dasar penegakan hukum pidana 
korupsi: kepastian objek yang disebut 
merugikan keuangan negara. Tanpa 
kepastian tersebut, seluruh konstruksi 
perkara berpotensi kehilangan pijakan.

Aset Daerah Tanpa Sertifikat

Berdasarkan dokumen yang diperoleh 
redaksi, Jaksa Penuntut Umum 
mendasarkan dakwaannya hampir 
sepenuhnya pada lampiran Surat 
Keputusan (SK) Bupati Belitung Nomor 
188.45/160/KEP/DPPKAD/2013. SK itu 
digunakan untuk menyatakan bahwa 
sebidang tanah di Jalan Kapten Saridin, 
Tanjungpandan, merupakan Barang 
Milik Daerah yang telah dirugikan.

Namun, klaim tersebut menyisakan 
pertanyaan mendasar. Tidak ditemukan 
satu pun sertifikat hak atas tanah atas 
nama pemerintah daerah.

“Masalahnya sederhana, tetapi fatal. 
Tanpa sertifikat hak, secara hukum 
aset itu tidak pernah lahir,” ujar 
seorang akademisi hukum keuangan 
negara yang meminta identitasnya 
dirahasiakan.

Penelusuran terhadap data pertanahan 
menunjukkan bahwa baik luasan 
8,636.10 m² (penulisan tidak 
berstandar nasional) sebagaimana 
tercantum dalam SK Bupati 2013 
maupun luasan 8.236,725 m² yang 
muncul dalam dokumen kelurahan, 
tidak pernah terdaftar sebagai 
tanah milik pemerintah daerah. 

Ketika Dakwaan Korupsi Bertumpu 
pada Aset yang Dipertanyakan 
Keberadaannya

SUDUT HUKUM

            Hukum pidana 
tidak boleh dibangun 
di atas dokumen 
administratif yang 
cacat, sebab yang 
dipertaruhkan adalah 
hak dan kebebasan 
warga negara....

““
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serius apabila perkara ini dibiarkan. 
“Bayangkan jika negara cukup 
menerbitkan SK, tanpa pernah memberi 
tahu pemilik tanah, lalu bertahun-tahun 
kemudian tanah itu diambil paksa 
dengan dalih putusan pidana,” ujarnya.

Sejumlah pengamat hukum tata negara 
menilai perkara ini telah melampaui 
persoalan individu. Ia menjadi ujian 
bagi batas kewenangan negara dalam 
menggunakan instrumen administrasi 
untuk membenarkan perampasan hak 
milik.

“Jika PTUN dan Mahkamah Agung 
gagal mengoreksi keadaan ini, pesan 
yang sampai ke publik berbahaya: 
administrasi bisa direkayasa, dan 
hukum pidana akan mengikutinya,” kata 
seorang peneliti kebijakan publik.

Perkara Iwan Sahie dengan demikian 
bukan sekadar sengketa hukum biasa. 
Ia membuka ruang diskusi lebih luas 
tentang akuntabilitas aparat penegak 
hukum, integritas administrasi negara, 
serta perlindungan hak milik warga 
dalam sistem hukum Indonesia. n

*M. Yuntri, kuasa hukum Iwan Sahie, 
merupakan advokat senior yang telah 
berpraktik sebagai pengacara sejak 1986. 
Ia pernah menempuh pendidikan di James 
Cook University, Townsville, Australia, 
pada 1993. Atas jasa dan pengabdiannya 
dalam membela masyarakat di bidang 
bantuan hukum serta kontribusinya 
dalam memberikan pemecahan dan solusi 
atas berbagai perkara hukum nasional, 
Yuntri dianugerahi gelar Doktor Honoris 
Causa oleh ASEAN University International 
di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 11 Januari 
2026.

sebaliknya, mengoreksi putusan 
berdasarkan fakta administrasi,” kata 
seorang pengacara tata usaha negara.

Ujian bagi Negara Hukum

Saat ini, baik SK Bupati Tahun 2013 
maupun SK Pelaksana Tugas Lurah 
Tahun 2025 tengah diuji secara formil 
dan materiel di Pengadilan Tata Usaha 
Negara Pangkalpinang. Dalam gugatan 
tersebut, pemohon mendalilkan bahwa 
SK Bupati diterbitkan tanpa prosedur 
pengadaan aset sebagaimana diatur 
dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 
2007 serta regulasi daerah terkait, dan 
mencantumkan objek tanah yang tidak 
pernah dialihkan kepada negara.

Kuasa hukum Iwan Sahie 
memperingatkan potensi preseden 

sebulan kemudian ia kembali 
ditangkap dan dipindahkan ke lembaga 
pemasyarakatan di Bangka oleh jaksa 
yang sama, dengan tuduhan korupsi 
menggunakan pasal yang sama, yakni 
Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 jo. Pasal 18 
Undang-Undang Tipikor juncto Pasal 55 
ayat (1) ke-1 KUHP.

Seorang praktisi hukum pidana 
menilai absennya pengujian 
mendalam terhadap dasar objek aset 
tersebut berpotensi menyesatkan 
konstruksi perkara. “Jika objeknya 
saja bermasalah, seluruh bangunan 
dakwaan ikut goyah. Ini bukan soal 
ringan atau beratnya hukuman, 
melainkan soal ada atau tidaknya 
tindak pidana,” ujarnya.

Efek Domino Pasca Putusan 
Inkracht

Persoalan tidak berhenti pada 
putusan pidana. Setelah perkara 
berkekuatan hukum tetap, muncul 
rangkaian tindakan administratif yang 
menimbulkan dugaan penyalahgunaan 
wewenang.

Dokumen yang diperoleh menunjukkan 
bahwa pada 29 Juli 2025, dua bidang 
tanah sisa milik Simon Thesiadi orang 
tua Iwan Sahie dibatalkan secara 
sepihak oleh Pelaksana Tugas (Plt) 
Lurah Paal Satu. Kedua bidang tanah 
itu masing-masing seluas 8.236,725 
meter persegi dan 2.683,47 meter 
persegi, sebagaimana tercantum dalam 
Surat Keterangan Tanah (SKT) lurah 
definitif sebelumnya.

Langkah ini memunculkan dugaan 
tindakan ultra vires, mengingat 
kewenangan Plt lurah secara hukum 
terbatas pada urusan administratif 
rutin.

“Pelaksana tugas bukan lurah definitif. 
Ia tidak memiliki diskresi untuk 
membatalkan SKT, apalagi yang 
berdampak langsung pada hak milik 
warga,” ujar seorang pejabat aktif di 
lingkungan pemerintahan daerah.

Yang lebih mengkhawatirkan, 
pembatalan tersebut disebut-sebut 
dilakukan atas saran aparat penegak 
hukum. Jika hal ini benar, maka terjadi 
irisan berbahaya antara proses pidana 
dan tindakan administratif.

“Ini terkesan sebagai upaya 
menyesuaikan administrasi agar 
selaras dengan putusan pidana, bukan 

SUDUT HUKUM

             Perkara 
Iwan Sahie 
dengan 
demikian bukan 
sekadar sengketa 
hukum biasa. Ia membuka 
ruang diskusi lebih luas 
tentang akuntabilitas 
aparat penegak 
hukum, integritas 
administrasi negara, 
serta perlindungan hak 
milik warga dalam sistem 
hukum Indonesia...

“
“
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hakim. Kondisi serupa sebelumnya 
juga dialami Hadi Poernomo, mantan 
Direktur Jenderal Pajak, serta Budi 
Gunawan, yang masing-masing 
memenangkan praperadilan sehingga 
perkara korupsinya tidak dapat 
dilanjutkan.

Namun, berbeda dengan perkara-
perkara tersebut, setelah dibebaskan 
berdasarkan putusan praperadilan, 
Iwan Sahie kembali ditangkap sebulan 
kemudian oleh jaksa dari Kejaksaan 
Negeri Belitung yang sama. Ia langsung 
disidangkan di Pengadilan Tipikor 
Pangkalpinang dengan tersangka, 
jaksa, dan pasal sangkaan yang sama, 
yakni Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 jo. 
Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 
(1) ke-1 KUHP.

2. Kekhilafan Hakim dalam Menilai 
Alat Bukti Utama

PK ini juga menyoroti adanya kekhilafan 
hakim (judex juris) dalam menilai 
dan menafsirkan alat bukti utama 
(primary evidence), yakni lampiran 
Surat Keputusan (SK) Bupati Belitung 
Nomor 188.45/160/KEP/DPPKAD/2013 
tanggal 25 Maret 2013 yang 
mencantumkan lahan seluas 8,636,10 
meter persegi sebagai aset daerah.

Lampiran SK Bupati tersebut dijadikan 
bukti kunci oleh Jaksa Penuntut Umum 
dalam perkara Tipikor Nomor 11/Pid.
Sus-TPK/2024/PN Pgp untuk menuduh 
Iwan Sahie melakukan dugaan tindak 
pidana korupsi dengan dalih telah 
menjual aset daerah sehingga dianggap 
merugikan keuangan negara.

Faktanya, objek tanah yang dimaksud 
bukan merupakan aset daerah, 
melainkan tanah milik orang tua Iwan 
Sahie, Simon Thesiadi. Klaim bahwa 
tanah tersebut merupakan aset daerah 
bersifat fiktif karena:
	Pemerintah Kabupaten Belitung 

tidak memiliki sertifikat hak atas 
tanah atas nama pemerintah daerah 
pada lokasi tanah milik Simon 
Thesiadi di Jalan Kapten Saridin, 
Paal Satu, Tanjungpandan, Belitung. 
Baik untuk luas 8,636,10 meter 
persegi sebagaimana tercantum 
dalam lampiran SK Bupati Tahun 
2013 maupun luas 8.236,725 
meter persegi berdasarkan Surat 
Keterangan Tanah (SKT) Lurah Paal 

Putusan Praperadilan tersebut belum 
pernah diajukan dan tidak pernah 
dipertimbangkan oleh majelis hakim 
pada tingkat pengadilan pertama, 
banding, maupun kasasi.

Novum ini memenuhi ketentuan 
Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP 
karena merupakan keadaan baru yang 
berpotensi menimbulkan putusan bebas 
atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Sebagai catatan, Kejaksaan Negeri 
Belitung yang menetapkan Iwan Sahie 
sebagai tersangka telah dipraperadilkan 
di Pengadilan Negeri Tanjungpandan 
dan permohonan tersebut dikabulkan 

Upaya hukum Peninjauan 
Kembali (PK) pada persidangan 
Senin, tanggal 26 Januari 
2026 di Pengadilan Tipikor 

Pangkalpinang Iwan Sahie disusun 
berdasarkan argumentasi yuridis yang 
kuat, baik dari sisi novum, kekhilafan 
hakim, maupun cacat administratif dan 
materiel dalam penetapan objek perkara. 
Strategi PK dirinci sebagai berikut:

Upaya hukum Peninjauan Kembali 
(PK) yang diajukan Iwan Sahie dalam 
persidangan di Pengadilan Tindak 
Pidana Korupsi Pangkalpinang pada 
Senin, 26 Januari 2026, disusun 
berdasarkan argumentasi yuridis yang 
kuat. Permohonan tersebut bertumpu 
pada keberadaan novum, kekhilafan 
hakim, serta cacat administratif dan 
materiel dalam penetapan objek 
perkara.

Secara garis besar, strategi PK tersebut 
dirinci sebagai berikut:

1. Pengajuan Novum Utama

Dalam permohonan PK ini diajukan 
novum utama berupa Putusan 
Praperadilan Nomor: 2/Pid.Pra/2024/
PN Tdn tanggal 2 April 2024. 

Strategi Iwan Sahie dalam 
Peninjauan Kembali

Iwan Sahie mengikuti sidang PK melalui zoom miting dari Lapas Tua Tunu, 
Pangkalpinang, Senin, 26 Januari 2026.(Foto: istimewa)

               Sebagai advokat 
yang telah berpraktik 
sejak 1986, saya selaku 
kuasa hukum Iwan Sahie, 
berkeyakinan bahwa apabila 
aparat penegak hukum 
bekerja secara profesional 
dan menjunjung tinggi 
keadilan, permohonan PK ini 
seharusnya dikabulkan oleh 
Mahkamah Agung...

Oleh: M. Yuntri

““
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           PK ini bukan semata menyangkut nasib seorang 
terpidana, melainkan menyangkut batas kewenangan 
negara dalam merampas hak milik warga. Mahkamah 
Agung dan PTUN kini dihadapkan pada pilihan krusial 
untuk memperbaiki kekeliruan hukum yang sistemik atau 
membiarkan penyalahgunaan administrasi menjelma 
menjadi alat legitimasi perampasan hak atas nama 
penegakan hukum....

1)	 Negara dapat merampas tanah 
warga hanya dengan menerbitkan 
SK sepihak;

2)	 SK tersebut tidak pernah 
disampaikan secara patut kepada 
warga terdampak;

3)	 Bertahun-tahun kemudian, lahan 
dieksekusi secara paksa;

4)	 Ketika digugat ke PTUN, pemerintah 
berlindung di balik dalil kedaluwarsa 
90 hari.

Dalam sengketa tata usaha negara, 
prosedur penerbitan keputusan 
(beschikking) merupakan inti 
kepastian hukum. Apabila prosedur 
dilanggar atau substansi keputusan 
cacat, maka keputusan tersebut 
batal atau setidak-tidaknya dapat 
dibatalkan. PTUN wajib menilai ada 
atau tidaknya pelanggaran Asas-Asas 
Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) 
maupun tindakan sewenang-wenang 
(misbruik van recht).

Ancaman Preseden: Ketika SK 
Mengalahkan Hak Milik

Bahwa perkara ini berpotensi 
melahirkan preseden serius: negara 
dapat mengklaim tanah warga melalui 
SK sepihak tanpa proses peralihan hak, 
tanpa pemberitahuan kepada pemilik 
tanah, lalu mengeksekusinya bertahun-
tahun kemudian dengan dalih putusan 
pidana korupsi.

Ketika warga menggugat ke PTUN, 
negara dapat berlindung di balik dalil 
kedaluwarsa, seolah-olah pelanggaran 
prosedural yang laten dapat diputihkan 
oleh waktu.

Dengan demikian, PK ini bukan 
semata menyangkut nasib seorang 
terpidana, melainkan menyangkut batas 
kewenangan negara dalam merampas 
hak milik warga. Mahkamah Agung 
dan PTUN kini dihadapkan pada pilihan 
krusial untuk memperbaiki kekeliruan 
hukum yang sistemik atau membiarkan 
penyalahgunaan administrasi menjelma 
menjadi alat legitimasi perampasan hak 
atas nama penegakan hukum. n

*Kuasa hukum Iwan Sahie, advokat senior 
yang telah berpraktik sejak 1986. Pernah 
menempuh pendidikan di James Cook 
University, Townsville, Australia (1993). 
Penerima gelar Doktor Honoris Causa 
dari ASEAN University International atas 
pengabdian dan kontribusinya dalam 
bantuan hukum serta penanganan 
berbagai perkara hukum nasional.

oleh PTUN, maka seluruh dakwaan 
jaksa kehilangan dasar hukum dan 
wajib ditinjau kembali atau dibatalkan.

4. Dampak Multiplier Effect dan 
Dugaan Tindakan Ultra Vires

Perkara ini juga menimbulkan 
multiplier effect serius terhadap 
tata kelola administrasi pemerintahan 
di Kabupaten Belitung. Setelah putusan 
pidana berkekuatan hukum tetap, dua 
bidang tanah sisa milik Simon Thesiadi 
seluas masing-masing 8.236,725 meter 
persegi dan 2.683,47 meter persegi, 
yang keduanya didasarkan pada SKT 
Lurah Paal Satu Tahun 2023, dibatalkan 
secara sepihak oleh Pelaksana Tugas 
Lurah Paal Satu, Tanjungpandan.

Tindakan tersebut patut diduga sebagai 
perbuatan ultra vires karena:
	 Pelaksana tugas lurah tidak 

memiliki kewenangan untuk 
menerbitkan keputusan strategis, 
terlebih membatalkan SKT yang 
diterbitkan oleh lurah definitif;

	 Pembatalan tersebut disebut-sebut 
dilakukan atas saran atau perintah 
oknum aparat penegak hukum.

Tindakan ini bertentangan dengan 
Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan, yang membatasi 
kewenangan pejabat pelaksana tugas 
hanya pada kegiatan administratif rutin.

5. Keyakinan Kuasa Hukum dan 
Ancaman Preseden Berbahaya

Sebagai advokat yang telah berpraktik 
sejak 1986, saya selaku kuasa hukum 
Iwan Sahie, berkeyakinan bahwa apabila 
aparat penegak hukum bekerja secara 
profesional dan menjunjung tinggi 
keadilan, permohonan PK ini seharusnya 
dikabulkan oleh Mahkamah Agung.

Sebaliknya, apabila PK ini ditolak, 
dikhawatirkan akan lahir preseden 
hukum yang berbahaya, antara lain:

Satu Tahun 2023, tidak pernah 
terdapat sertifikasi atas nama 
pemerintah daerah;

	Padahal, sertifikat tanah merupakan 
syarat mutlak sebagaimana diatur 
dalam Pasal 49 Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara agar suatu 
aset dapat dicatat sebagai Barang 
Milik Daerah (BMD).

Tidak terpenuhinya syarat yuridis 
tersebut menegaskan bahwa objek 
yang dituduhkan sebagai aset daerah 
secara hukum tidak pernah ada.

3. Novum Tambahan dari Uji 
Formil dan Materiel di PTUN

Selain novum utama, permohonan 
PK ini juga akan diperkuat dengan 
novum tambahan yang berasal dari 
proses uji formil dan uji materiel di 
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) 
Pangkalpinang terhadap SK Bupati 
Belitung Tahun 2013.

Dalam proses tersebut, SK Bupati 
didalilkan mengandung:
1.	 Cacat prosedural, karena 

pengadaan aset daerah tidak 
mengikuti ketentuan:
	Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 17 Tahun 2007;
	Peraturan Daerah Kabupaten 

Belitung Nomor 3 Tahun 2011;
	Peraturan Bupati Belitung 

Nomor 27 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Teknis Pengadaan 
Barang Milik Daerah;

2.	 Cacat materiel, karena objek 
tanah yang tercantum dalam 
lampiran SK bersifat fiktif.

Perlu ditegaskan bahwa SK Bupati 
Tahun 2013 tersebut merupakan satu-
satunya dasar hukum yang digunakan 
jaksa untuk menjerat Iwan Sahie 
dengan tuduhan korupsi dan kerugian 
negara. Apabila SK tersebut dibatalkan 

““
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             Bagi saya 
penganugerahan gelar Doktor 
Honoris Causa dari ASEAN 
University International, 
Malaysia, ini bukanlah puncak 
perjalanan, melainkan 
pengingat atas tanggung 
jawab moral untuk terus 
menjaga marwah hukum. 
Hukum tidak boleh menjadi 
alat kekuasaan, tetapi harus 
hadir sebagai pelindung hak 
dan martabat manusia..

Jakarta, Sudut Pandang

Dedikasi panjang dalam dunia 
advokasi dan kontribusi 
keilmuan di bidang hukum 
mengantarkan advokat 

senior H. Muhammad Yuntri, 
S.H., M.H., meraih penghargaan 
akademik tertinggi. ASEAN University 
International menganugerahkan gelar 
Doktor Honoris Causa kepada pria 
kelahiran Lubuk Basung, Sumatera 
Barat, yang akrab disapa Yuntri, dalam 
sebuah prosesi kehormatan di Kuala 
Lumpur, Malaysia, pada 11 Januari 
2026.

Penganugerahan tersebut merupakan 
bentuk pengakuan atas jasa dan 
pengabdian Yuntri dalam membela 
masyarakat melalui bantuan hukum, 
sekaligus kontribusinya dalam 
pengembangan pemikiran hukum yang 
solutif dan aplikatif terhadap berbagai 
persoalan hukum nasional.

Yuntri dikenal sebagai advokat dengan 
rekam jejak panjang dan konsisten. 
Ia telah berpraktik sebagai pengacara 
sejak 1986, menjadikannya salah satu 
figur senior yang mengalami secara 
langsung dinamika perubahan sistem 
hukum Indonesia dari masa ke masa. 
Dalam perjalanannya, ia tidak hanya 
menangani perkara-perkara strategis, 
tetapi juga aktif mengadvokasi 
kepentingan publik dan kelompok 
masyarakat yang membutuhkan akses 
terhadap keadilan.

Selain praktik hukum, Yuntri memiliki 
latar belakang akademik dan 
pengalaman internasional yang kuat. 
Pada 1993, ia menempuh pendidikan 
di James Cook University, Townsville, 
Australia, yang memperkaya perspektif 
globalnya dalam memahami hukum, 
tata kelola, dan keadilan sosial. 
Kombinasi pengalaman praktik 

Raih Gelar Doktor 
Honoris Causa dari ASEAN 
University International 
Malaysia

Advokat Senior

“

“



SUDUT PANDANG JANUARI 2026 21

SUDUT HUKUM

H. Muhammad Yuntri, S.H., M.H., 
was born in Lubuk Basung, West Sumatera, on June 
26, 1963. He studied at Padjadjaran University, 
Bandung, enrolling in 1982 in the International Law 
Department.

Since 1985, while still a student, he was actively 
involved in legal advocacy for the community. He 
passed the Practicing Lawyer

Examination, which at the time only required a 
junior law degree, and was sworn in as a Practicing 
Lawyer in early 1986 based on the Decree of the 
Chief Judge of the Bandung High Court No. WB.DA-007.KP.04.13-Th.1986, 
dated May 3, 1986.

After obtaining his law degree (S1) and handling several civil and criminal 
cases, he met the requirements to qualify as an Advocate with jurisdiction 
throughout Indonesia. He passed the Advocate Examination and was officially 
sworn in as an Advocate based on the Decree of the Minister of Justice 
of the Republic of Indonesia No. D.126.KP.04.13-Th.1997, dated December 
29, 1997. Over the past several decades, he has focused on corporate law, 
serving both foreign and domestic private companies as well as state-owned 
enterprises (BUMN).

In addition to practicing law and managing Yuntri & Partners Law Firm, he 
co-founded the Indonesian Advocates Congress (K.A.I) in 2008; established 
LPAKH-KAI (Institute for Advocate Education and Legal Studies, K.A.I) in 
2012 as its leader; founded Indonesia Advocate Watch (I.A.W) in 2014 
as a patron; established Posbakum KAI-P in 2012 as leader; proposed the 
establishment of the Indonesian Advocates Federation (F.A.I) in 2015; and is 
currently serving as President of K.A.I (Professional Advocates Organization 
“Indonesian Advocates Congress, DPP K.A.I”).

He actively writes articles for various print and electronic media and has 
published books including “Tips Menghadapi Penjegalan Advokat 
Beracara di Pengadilan” (2012) and “Urgensi Pembatasan Kekuasaan 
Presiden Terkait Institusi Polri” (2020). He has also been teaching 
in PKPA and UPA courses (Special Education and Professional Exams for 
Advocates) since 2012.

Since his student days, he has been actively involved in various student 
organizations at Padjadjaran University, Bandung, including: Editor-in-Chief 
of Vonis Unpad Law Magazine, Kopma Unpad, Menwa Yon II Unpad, PSM 
Unpad, Sema FH Unpad, UPBM Unpad, FKOPM Bandung, KMA-PBS Unpad 
& Regional Coordinators for DKI & West Java, and Central Management of 
KMA-PBS.

Education:

•	 S1, Faculty of Law, Padjadjaran University, Bandung - International Law 
(Class of 1982)

•	 Short Course, International Management Program, James Cook 
University, NQ, Australia (1993)

•	Master of Law (MH), Institute of Business Law and Management, 
Jakarta (2018)

•	 Course in International Law, University Sains Islam Malaysia (USIM), 
Kuala Lumpur (2018)

dan wawasan akademik tersebut 
membentuk karakter Yuntri sebagai 
advokat yang tidak semata berorientasi 
pada litigasi, tetapi juga pada problem 
solving dan pencarian solusi hukum 
yang berimbang.

ASEAN University International menilai 
kontribusi Yuntri melampaui batas 
profesi semata. Ia dipandang sebagai 
sosok yang konsisten menjadikan 
hukum sebagai instrumen keadilan, 
bukan sekadar alat kekuasaan. 
Keilmuannya, bersama integritas dan 
keberpihakannya pada prinsip keadilan, 
dinilai memberikan dampak nyata 
dalam praktik hukum nasional.

Penganugerahan gelar Doktor Honoris 
Causa ini sekaligus menegaskan posisi 
Yuntri sebagai tokoh hukum yang 
berpengaruh, baik di ranah profesi 
maupun pemikiran. Bagi Yuntri, 
penghargaan tersebut bukanlah puncak 
perjalanan, melainkan pengingat 
atas tanggung jawab moral untuk 
terus menjaga marwah hukum dan 
memperjuangkan keadilan bagi 
masyarakat.

Dalam lanskap hukum yang terus 
berubah, kiprah Yuntri menjadi 
representasi bahwa pengabdian, 
konsistensi, dan integritas tetap 
relevan, bahkan semakin penting di 
tengah tantangan zaman.

Alumnus Fakultas Hukum Universitas 
Padjadjaran (Unpad) Bandung angkatan 
1982 ini kini menjabat sebagai Presiden 
Kongres Advokat Indonesia (K.A.I), 
organisasi advokat yang berkomitmen 
meningkatkan profesionalisme, 
integritas, serta keahlian advokat di 
seluruh Indonesia. Sebagai organisasi 
advokat yang memiliki lisensi sertifikasi 
profesi dari Badan Nasional Sertifikasi 
Profesi (BNSP), K.A.I terus berperan 
aktif dalam memperjuangkan keadilan, 
menegakkan supremasi hukum, dan 
meningkatkan kesadaran hukum 
masyarakat.

“Alhamdulillah, bagi saya 
penganugerahan gelar Doktor 
Honoris Causa dari ASEAN University 
International, Malaysia, ini bukanlah 
puncak perjalanan, melainkan 
pengingat atas tanggung jawab moral 
untuk terus menjaga marwah hukum. 
Hukum tidak boleh menjadi alat 
kekuasaan, tetapi harus hadir sebagai 
pelindung hak dan martabat manusia,” 
ujar Yuntri kepada majalah Sudut 
Pandang di Jakarta, belum lama ini. n 
(rkm)
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